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ABSTRAK 

Ainun Ilmi Iftitah, NIM: 105261109221, Kewajiban Nafkah Suami Fakir 

Terhadap Istri dalam Rumah Tangga dan Implementasinya Menurut Hukum Islam. 

Pembimbing I: Andi Satrianingsih, Pembimbing II: A. Asdar 

 

 Penelitian ini membahas mengenai kewajiban nafkah oleh suami yang berada 

dalam kondisi fakir terhadap istrinya dalam rumah tangga dan implementasinya 

menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana 

kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum 

Islam. (2) Bagaimana implementasi kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri 

dalam rumah tangga menurut hukum Islam.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 

research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data yang diperoleh 

literatur-literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan hukum keluarga 

Islam, kitab-kitab fikih, kompilasi hukum Islam (KHI), serta perturan perundang-

undangan yang relevan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kewajiban 

nafkah tetap melekat pada suami meskipun ia berada dalam kondisi fakir, namun 

disesuaikan dengan kemampuannya. Para ulama memilki perbedaan pendapat 

mengenai status nafkah yang tidak dipenuhi secara penuh ketika suami berada dalam 

kondisi fakir, apakah menjadi utang atau tidak. Implementasi kewajiban nafkah 

dalam ketika suami dalam kodisi fakir Islam memberikan solusi untuk membantu 

suami yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan nafkah seperti bantuan zakat, 

tolong-menolong (ta’awun) antara suami dan istri, dan bantuan dari kerabat atau 

lembaga sosial. 

Kata Kunci: Nafkah, Suami Fakir, Rumah Tangga, Hukum Islam 
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ABSTRACT 

Ainun Ilmi Iftitah : 105261109221, The Obligation of a Poor Husband to Provide 

for His Wife in the Household and Its Implementation According to Islamic Law. 

Supervisor I: Andi Satrianingsih, Supervisor II: A. Asdar 

 

This study discusses the obligation of a husband who is in a state of poverty 

to provide for his wife in the household and its implementation according to Islamic 

law. This research aims to determine (1) What is the obligation of a poor husband to 

provide for his wife in the household according to Islamic law. (2) How is the 

implementation of the obligation of a poor husband to provide for his wife in the 

household according to Islamic law. 

This study uses a library research method with a qualitative approach and 

descriptive analysis. The data obtained are from classical and contemporary 

literatures related to Islamic family law, books of fiqh, the Compilation of Islamic 

Law (KHI), as well as relevant laws and regulations. 

The results of this study indicate that in Islamic law, the obligation to provide 

for the wife remains attached to the husband even though he is in a state of poverty, 

but it is adjusted to his capability. Scholars have different opinions regarding the 

status of unfulfilled maintenance when the husband is poor, whether it becomes a 

debt or not. In implementing the obligation of maintenance when the husband is in a 

state of poverty, Islam offers solutions to assist the husband in fulfilling this 

obligation, such as zakat assistance, mutual help (ta’awun) between husband and 

wife, and support from relatives or social institutions. 

Keywords: Maintenance, Poor Husband, Household, Islamic Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh 

makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Walaupun begitu, 

Allah memberikan keutamaan kepada manusia, berbeda dengan mahluk yang lain 

dengan memberikan aturan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan secara 

terhormat melalui jalan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-

Zariyat/59:49. 

ا العََلكَُُْ ءٍاخَلقَْناَازَوْجَيِّْْ اشََْ نْاكُلِّ  تذََكَرُوْناَوَمِّ

Terjemahnya: 

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesarannya1 

 
Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizha), 

yang menghalalkan pergaulan, sekaligus mengatur antara hak dan kewajiban 

keduanya. Melaksanakannya merupakan salah satu bentuk ibadah, dimana suami dan 

istri harus saling tolong menolong dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka.2  

Hubungan pernikahan melahirkan kewajiban-kewajiban baru bagi kedua 

belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Salah satu kewajiban baru tersebut adalah 

 

1Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 522.  

2Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet. I (Arjasa Pratama; Bandar 

Lampung: 2021), h.15-16. 
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tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istrinya.3 Dalam Islam Suami 

wajib bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal atau segala 

bentuk kecukupan dari tiga bentuk nafkah tersebut yang memang merupakan hak istri 

dari suami. 4  

Selain kewajiban nafkah lahir, suami juga memiliki tanggung jawab untuk 

memenuhi nafkah batin istri. Nafkah batin mencakup aspek spiritual dan emosional 

yang penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan 

dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin sering kali menjadi penyebab utama 

keretakan hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, suami perlu memahami 

bahwa tanggung jawabnya bukan hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga 

menjaga kesehatan emosional dan spiritual istri, sebagaimana yang diajarkan dalam 

ajaran Islam.5 Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya 

mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. 

Kewajiban nafkah atas suami terhadap istrinya semenjak akad perkawinan 

dilakukan. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak atas istri sejak mendirikan 

kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat islam menetapkan kewajiban 

tersebut, baik kaya maupun fakir.6 Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian 

 

3Wahbah Zuhaili, Fikih Islam, (Terj: abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), h. 94. 

4Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Praktis, Menurut Al-Qur’an As-sunnah (Bandung:  

Mizan,2002), h. 128. 

5Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin (terjemahan oleh Muhammad al-Khaththath), (Pustaka 

Azzam; Jakarta: 2009), h.102. 

6Husni Fuaddi, Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam (Guepedia; 2020), h.63. 
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yang wajib diberikan oleh suami selama masa pernikahannya.7 Allah SWT 

Berfirman dalam QS. At-Thalaq: 7 

ُ ا مَاآاٰتٰىهُاالللٰ زْقُهٗافلَْيُنْفِّقْامِّ ارِّ رَاعلَيَْهِّ نْاسَعَتِّه  اوَمَنْاقُدِّ لَامَاآاٰتٰىهاَ اليُنْفِّقْاذُوْاسَعَةٍاملِّ انفَْسًاااِّ ُ فُاالللٰ يَجْعَلُااالَايكَُلِّ س َ

اا ُّسًْْ اي ابعَْدَاعُسٍْْ ُ  الللٰ

Terjemahnya:  

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut 
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya. Hendaklah 
memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugrahkan Allah kepadanya. Allah 
tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 
dianugrahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugrahkan 
kelapangan setelah kesempitan.8 

 

Ibnu Qudama menyatakan nafkah wajib diberikan kepada istri berdasarkan 

al-Qur’an, sunnah dan ijma’ ulama. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nafkah tidak 

diberikan kepada istri, maka ia dapat menggugat nafkah suami dan bahkan 

melepaskan suami karena ketidakmampuannya untuk memberi nafkah. Namun 

demikian tanggung jawab nafkah dalam pernikahan pada dasarnya ditunaikan secara 

ma’ruf, dengan kata lain sesuai dengan kondisi dan kesanggupan suami.9 

Namun, dalam beberapa kasus banyak kepala keluarga yang kesulitan bahkan 

gagal menunaikan kewajibannya ini karna beberapa kendala, terutama dalam kondisi 

ekonomi yang sulit. Dengan adanya program bantuan sosial dari pemerintah atau 

lembaga lain menjadi salah satu solusi yang dapat meringankan beban kebutuhan 

 

7Sopiandi dkk, Nafkah dalam Pandangan Islam (PT. Indragiri Dot Com; Riau: 2019), h.7. 

8Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.559. 

9Soraya Devi, Suheri, Tanggung Jawab Nafkah suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan 

Relevansinya dengan Konteks Kekinian, El-Usrah  Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3 No. 2, 2019, 

h.191. 
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bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang terpuruk.10 Bantuan ini bisa 

berupa makanan, layanan kesehatan, atau subsidi pendidikan, yang sangat penting 

bagi mereka yang kesulitan secara ekonomi.11 Program-program ini dirancang untuk 

membantu keluarga yang membutuhkan agar dapat bertahan dan meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan beban finansial dapat 

berkurang, dan keluarga dapat tetap memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.12 

Dalam kondisi ekonomi yang sulit Islam memberikan keringanan melalui 

konsep tolong-menolong (ta'awun), Istri diizinkan untuk membantu suami dalam 

mencari nafkah selama tetap mematuhi syariat dan menjaga kehormatan keluarga. 

Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan realistis dalam 

menghadapi permasalahan sosial, termasuk dalam hal ekonomi rumah tangga. 

Meskipun demikian, bantuan dari istri ini bersifat sukarela dan tidak menggugurkan 

kewajiban utama suami.13 

Namun dengan adanya keringanan ini, banyak dari kalangan suami yang 

kurang memberi perhatian serta kesadaran untuk mencari solusi mengenai masalah 

finansial yang dihadapi. Contoh kasus dalam hal ini, seperti beberapa suami kurang 

berusaha dalam memperbaiki ekonomi keluarga, baik itu melalui pekerjaan 

 

10Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial" 

(Jakarta: Kementerian Sosial, 2020), h. 18 

11Muhammad Ali, "Bantuan Sosial dan Peranannya dalam Mengurangi Kemiskinan" 

(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 46   

12Aisyah dkk, Peran Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, 

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, No. 2, 2019, h. 110. 

13Yoli Hemdi dan Naura Shafwa, Rahasia Rumah Tangga Rosulullah SAW, (PT. Gramedia 

Pstaka Utama; Jakarta: 2020),h. 230. 
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tambahan atau usaha kecil-kecilan. Ini sering kali disebabkan oleh rasa putus asa atau 

ketidakmampuan untuk menemukan peluang disekitarnya.14 

Tentunya dalam pemenuhan nafkah sering kali terjadi berbagai Hambatan 

dalam pelaksanaannya. Terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi fakir. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk fakir miskin pada maret 2024 

sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi angka terendah dalam satu dekade 

terakhir. Sejak 2014 hingga pada 2024 kemiskinan sempat meningkat pada pandemi 

Covid-19 lalu menurun hingga Maret 2024.15  

Dengan penjelasan di atas, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum 

Islam. Penelitian ini akan menggali bagaimana hukum Islam mengatur tanggung 

jawab suami yang kurang mampu dalam memenuhi nafkah, serta solusi yang 

ditawarkan syariat untuk menghadapi situasi ini. 

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam proposal 

penelitian dengan judul “Kewajiban Nafkah Suami Fakir Terhadap Istri dalam 

Rumah Tangga dan Implementasinya MenurutِHukumِIslam” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

14Junaidi, Strategi Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Kecil (Penerbit 

Alfabeta; Bandung: 2018), h. 58. 

15Andrean W. finaka, ‘Tingkat Kemiskinan Indonesia dalam Satu Dekada Terakhir” 

,https://indonesiabaik.id/infografis/ (1 oktober 2024). 
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1. Bagaimana kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam rumah tangga 

menurut hukum Islam? 

2. Bagaimana implementasi kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam 

kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri dalam rumah 

tangga menurut hukum Islam. 

2. Untuk menganalisis implementasi kewajiban nafkah suami fakir terhadap istri 

dalam kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penlitian ini terbagi atas manfaat teoritis, dan manfaat praktis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang ahwal syakhshiyah. 

b. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi peneliti sendiri dalam rangka 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi setiap orang 

yang ingin melaksanakan pernikahan, khusunya mengenai pemenuhan 

nafkah terhadap istri. 
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b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. 

 

E. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan 

dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian dan akan 

dilakukan peneliti, maka peneliti perlu menggunakan studi terhadap penelitian-

penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan studi dari hasil penelitian terdahulu 

yang hasilnya dijabarkan sebagai berikut: 

1. Skripsi yang disusun oleh Suheri dengan judul “Tanggung Jawab Nafkah suami 

Fakir Perspektif Mazhab Maliki Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian”. 

Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suheri Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Keluarga Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 

2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut mazhab Maliki 

tanggung jawab nafkah oleh suami yang berada dalam kondisi fakir gugur 

dikeranakan kefakirannya dan konsekuensi hukum yang diterima suami, istri 

dibolehkan memilih bercerai dengan suaminya dengan timbangan 

kemaslahatannya. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya 

lakukan ialah sama sama membahas mengenai nafkah suami yang berada dalam 

kondisi fakir. Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada perspektif 

mazhab Maliki terhadap tanggung jawab nafkah suami fakir. sedangkan 

penelitian yang akan diteliti akan ditinjau dari hukum islam yang mana tidak 

mengkhususkan pada pendapat Mazhab tertentu. 
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2. Jurnal dengan judul “Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah” yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fayyad Rafiqi dan Abu Habifah 

dalam Jurnal Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat Vol.5 No.2, 

22 Januari 2025. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun 

suami berada dalam keadaan miskin, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Persamaan penelitian diatas 

dengan penelitian yang saya teliti keduanya membahas mengenai tanggung 

jawab nafkah suami yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Adapun 

perbedaannya penelitian diatas menggunakan perspektif Imam Abu Hanifah 

mengenai tanggung jawab nafkah suami miskin sedangkan penelitian saya 

ditinjau dari perspektif hukum Islam.  

3. Jurnal dengan judul “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri dakam Perspektif 

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 

(Studi Di Pengadilan Agama sorong) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tike 

Putri Novianti, Husni kamaluddin dan St Umrah dalam Muadalah: Jurnal Hukum 

Vol.2 No.2 2022. Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian saya, 

keduanya membahas mengenanaik kewajiban nafkah suami terhadap istri. 

Adapun perbedaanya penelitian tersebut meneliti tentang kewajiban nafkah 

suami sedangkan penelitian saya mengenai kewajiban nafkah suami yang berada 

dalam kondisi fakir terhadap istri menurut hukum Islam.  

4. Skripsi yang disusun oleh Syaif Ali dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang 

Terpidana”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 
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tinjauan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini suami yang terpidana bisa 

melaksanakan kewajiban memberi nafkah dengan bekerja semampuanya didalam 

lapas yang kemudian penghasilan tersebut dapat diberikan kepasa istri. selain itu, 

ketika suami memilki harta maupun usaha sebelumnya istri dapat mengelolanya, 

yang kemudian mendapatkan penghasilan dari harta suami tersebut atau istri 

dapat meminjam ataupun berutang untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika suami 

bebas suami dapat membayar utang sesuai yang dipinjam istrinya. Persamaan 

penelitian ini keduanya membahas tentang kewajiban nafkah dalam kondisi 

suami yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal 

ini, pada penelitian diatas kondisi suami terpidana Adapun perbedaannya 

penelitian saya tentang kewajiban nafkah suami dengan kondisi fakir.  

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan menganalisis data guna memperoleh pengetahuan yang 

valid dan dapat dipercaya serta analisis yang dilakukan menghasilkan kesimpulan 

yang tepat.16 Pada penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan sebagai 

berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian library research atau penelitian 

kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau 

karya tulis ilmiah dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat 

 

16Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 

h.9. 
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kepustakaan.17 Jenis penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah 

berbagai literatur seperti Al-Qur’an, hadits, kitab-kitab ulama, buku, 

ensiklopedia, jurnal dan kamus, sebagai data untuk menyelesaikan penelitian ini. 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan normatif deskriptif pada konteks 

ini didasarkan pada prinsip-prinsip norma atau ajaran agama Islam dan 

pendekatan penelitian khusus. Pada penelitian ini menggunakan Al-Qur’an, 

hadits, kitab-kitab fikih sebagai landasan utama untuk menjelaskan dan 

menginterpretasikan kewajiban suami fakir terhadap istri dalam rumah tangga 

menurut hukum Islam. 

3. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan informasi yang 

diperlukan secara langsung kepada peneliti.18 Data primer adalah berupa data 

yang otentik, objektif dan reliable, karena data tersebut akan digunakan 

sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah.19 Pada penelitian ini, data 

primer yang digunakan adalah kitab-kitab fikih Islam. 

b. Sumber Data Sekunder 

 

17Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, 

(Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6 No. 1., 2020, h. 43. 

18Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian, (Cet.I; Yogyakarta: 2015), h. 67. 

19Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Bandung: Harfa Creative, 

2023), h.6. 
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Sumber Data Sekunder adalah yang diperoleh secara tidak langsung yang 

memuat informasi penelitian.20 Atau data yang diperoleh dari berbagai 

sumber yang telah ada.21 Adapun sumber data sekunder menggunakan 

referensi dari berbagai karya lain, seperti buku-buku, jurnal, artikel yang 

relevan dengan pembahasan penelitian. 

4. Teknik pengumpulan data 

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

pengumpulan data literatur, yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan dari berbagai 

sumber.22 Sumber-sumber ini berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang 

menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang ada 

tersebut kemudian dikumpukan dan diolah dengan cara: 

a. Pemeriksaan kembali data (editing): Memerikasa kembali data yang 

diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna yang satu 

dengan yang lain. Sehingga dapat diproses lebih lanjut. 

b. Organising: Mengorganisir data yang diperoleh sesuai dengan kerangka 

penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.  

5. Metode analisis Data 

Analisis data yang akan digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan menyajikan dan menguraikan rumusan masalah secara sistematis, factual 

dan akurat. Kemudian disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik 

 

20Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, h.71. 

21Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian, h.68. 

22Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineke  

Cipta, 1990), h. 24. 
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Kesimpulan dari pernyataan yang umum ke pernyataan yang lebih khusus 

sehingga hasil dari penelitian dapat di pahami dengan mudah.23 Adapun 

langkah-langkah pada metode ini meliputi: 

a. Pengumpulan data 

Mengumpulkan data dengan cara mengkaji dokumen yang relevan dengan 

penelitian. 

b. Reduksi dan kategorisasi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data-data yang 

diperoleh kemudian mengkategorikan data yang relevan dengan penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Menarik Kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Yaitu data yang 

mencakup informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

  

 

23Burhan Bungin (Ed), Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 139-142. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Nafkah 

1. Pengertian Nafkah 

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nafaqah 

yang berasal dari kata nafaqa yang artinya habis atau mengeluarkan biaya untuk 

belanja.24 Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang 

dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan 

orang lain. Namun apabila kata nafaqah ini dihubungkan dengan perkawinan 

mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan 

istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.25 

Dalam pengertian dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili mengatakan kata 

nafkah diambil dari kata infaq, yang artinya mengeluarkan, pada kata tersebut 

menurutnya tidak digunakan selain untuk hal selain kebaikan. Dalam hal itu bisa 

diartikan tidak dikatakan infak jika digunakan dalam kemaksiatan. Juga dijelaskan 

sebagai sesutu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dan 

kebutuhan keluarganya berupa uang, dirham, atau dinar.26 

Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan bahwa nafkah adalah 

kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Materi yang disepakati oleh 

 

24Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, h.1449. 

25Sofiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar, Nafkah Dalam Pandangan Islam (Cet. I; Riau: PT 

Indragiri Dot Com 2019), h.6. 

26Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 10, Terj. Abdul hayyie alkattami, dkk, 

(Jakarta: Gema Insani, 2007), h.94. 
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ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok 

(pokok), pakaian, dan perumahan atau tempat tinggal yang biasa juga disebut 

sandang, pangan dan papan.27 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata nafkah memiliki 

beberapa pengertian seperti, belanja untuk hidup, pendapatan (uang), suami wajib 

memberi nafkah, bekal hidup sehari-hari (rezeki).28  

Sedangkan menurut istilah ialah nafkah didefinisikan sebagai biaya yang 

wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam 

tanggungannya meliputi biaya kebutuhan pangan, sandang, dan papan, dan segala 

kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Termasuk juga kebutuhan 

sekunder seperti kebutuhan pengobatan, perawatan, dan perabot rumah tangga. 

Adapula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek 

pokok saja, yakni pangan (math’am), sandang (malbas), dan papan (maskan).29 

Dalam hukum Islam ada tiga hal terjadinya nafkah seseorang kepada orang 

lain. Yaitu, hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan dan kepimilikan (tuan 

terhadap hamba sahayanya).30 Dengan adanya hubungan pernikahan maka dari itu 

seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. 

 

27Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat  

dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, (Cet. V, Jakarta: Kencana Prenada Media  

Group, 2014), hlm. 165-166. 

28Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 65. 

29Cucu Sholihah, Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan (Yogyakarta: Zahir 

Publishing, 2025), h.71. 

30Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Intermesa, 2001), h.1281. 
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Pada penelitian ini nafkah yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan istri 

berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri 

berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) 

sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma.31  

Sebagaimana uraian diatas, nafkah adalah suatu pengeluaran untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut mencakup makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal dan hal-hal yang dibutuhkan dalam keberlangsungan rumah tangga. 

2. Dasar Hukum Nafkah 

Pemenuhan nafkah dalam keluarga memilki dasar hukum yang kuat dalam 

Islam. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur’an, 

hadits, dan kesepakatan para ulama (ijma’). Dalam Al-Qur’an pada QS. Al-

Baqarah/2:233 

زْقُهُناَ وَكِّسْوَتُُنُاَ اَ الرَضَاعةََ ا وَعلََا المَْوْلوُْدِّا لَاٗ رِّ ُّتِّ ليَِّْْا لِّمَناْ اَرَاداَ اَناْ ي عْناَ اَوْلَدَهُناَ حَوْليَِّْْا كََمِّ تُا يُرْضِّ ٰ  وَالوْٰلِِّ

كا َ ثلْاُ ذٰلِّ ه ا وَعلََا الوَْارِّثِّا مِّ هَا واَلَا مَوْلوُْد ا لاَٗ بِّوَلَِِّ ة ااۢ بِّوَلَِِّ َ ا اِّلاَ وُسْعَهاَكا لَا تضَُاۤراَ وَالِِّ ا لَا تكَُفَُا نفَْس  لمَْعْرُوْفِّ   بِِّ

عُوْْٓا اَوْلَدَكاُْ فلََا ضِّ ناْ اَرَدْتُّّاْ اَناْ تسَاْتََْ مَا ا وَاِّ نُْْمَاا وَتشََاوُراٍ فلََا جُناَحاَ علَيَِّْْ صَالًا عَناْ ترََاضٍا ملِّ  فاَِّناْ اَرَادَا فِّ

يْ ا اَ بِّمَا تعَْمَلوُْناَ بصَِّ اَ وَاعلْمَُوْْٓا اَناَ الللٰ ا وَاتقَُوا الللٰ لمَْعْرُوْفِّ  ذَا سَلمَْتُاْ ماَآا اٰتيَْتُاْ بِِّ  جُناَحاَ علَيَْكُُاْ اِّ

Terjemahnya: 

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang 
ingin menyempurnakan penyusuan. kewajiban ayah menanggung makan dan 
pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali 
sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena 
anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris 
pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas 
keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak 
ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

 

31Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 427. 
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Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan.32 

 

Ayat ini menunjukkan kewajiban seorang ayah menanggung nafkah kepada 

keduanya yaitu ibu dan anak, walaupun kemudian terjadi perceraian antara mereka, 

dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan 

kesanggupan ayah. Dengan demikian seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggupannya. Senada dengan itu Allah SWT berfirman dalam QS. At-Talaq/65:7  

لَامَآاليُنْفِّقْاذُوْاسَعَةٍاملِّا انفَْسًاااِّ ُ فُاالللٰ الَايكَُلِّ  ُ مَاآاٰتٰىهُاالللٰ زْقُهٗافلَْيُنْفِّقْامِّ ارِّ رَاعلَيَْهِّ يَجْعَلُا ااٰتٰىهاَ انْاسَعَتِّه  اوَمَنْاقدُِّ س َ

اُ ُّسْْاًالللٰ اي  ابعَْدَاعُسٍْْ

Terjemahnya: 

Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan 
orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang 
melainkan sesuai kadar apa yang Allah berikan kepadanya.33 

 
Ayat ini menunjukkan dalam pemberian nafkah terdapat kelonggaran apabila 

sesorang berada dalam kondisi yang sulit. Menurut Ibnu Katsir dalam ayat ini 

memuat ketentuan bahwa sesorang wajib memberikan nafkah sesuai dengan 

kemampuan yang ia miliki. Jika seseorang mampu, maka ia menafkahi secara layak. 

Namun jika dalam kondisi sulit, maka Allah tidak membebani seseorang melebihi 

kemampuannya. 

Rosulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits shahih bukhori 

 
32Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h.37. 

33Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.559. 
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رْتَاعلَيََْْا لاَأُجِّ
ِ
اا اَاوَجْهَاالَلِّ ىابِِّ نكََالنَْاتنُْفِّقَانفََقَةًاتبَْتغَِّ اامْرَأَتِّكاَا  افِِّ عَلُافِِّ  34اا،احَتََّامَااتََْ

Artinya: 

Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan 
mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu 
akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang 
kamu berikan kepada istrimu. 

Selain dasar hukum yang bersifat tekstual, pemenuhan nafkah dalam keluarga 

juga berkaitan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Islam menempatkan keluarga 

sebagai institusi yang sakral, yang dimana keharmonisan dan kesejahteraan keluarga 

menjadi bagian dari ibadah.  

B. Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga 

1. Pengertian Kewajiban Nafkah 

Secara umum, kewajiban dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang harus 

dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab, baik secara moral, hukum, 

dan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah sesuatu 

yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban 

juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan.35 kewajiban harus ditunaikan karena 

telah memperoleh haknya. Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan 

sesuatu yang berjalan beriringan. Dalam hal ini kewajiban adalah sesuatu yang harus 

 

34Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Jilid I, No. 56  

(Cet. V, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 30. 

35Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

edisi 5 (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI,2016), h.684. 
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dilakukan yang apabila tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi baik 

secara hukum maupun sanksi sosial.36 

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban atau wajib adalah suatu tindakan 

yang apabila dikerjakan mendapatkan ganjaran, dan bila ditinggalakan akan 

mendapat dosa. Salah satu kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, yang menjadi 

tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban tersebut bersifat 

tetap dan terus berlaku selama berlangsungnya pernikahan, kecuali terdapat kondisi 

yang menggugurkan atau mengurangi. 

Salah satu kewajiban penting dalam rumah tangga menurut Islam adalah 

kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Kewajiban ini muncul sejak 

akad nikah yang sah, dan menjadi bagian dari peran suami sebagai kepala keluarga. 

Islam telah mengatur dengan jelas mengenai tanggung jawab dan peran suami dalam 

rumah tangga. Suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab penuh atas istri 

dan anak-anaknya dalam rumah tangga.37 Adapun tanggung jawab dalam 

memberikan nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin yaitu 

sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), serta 

perlindungan dan kasih sayang. 38 

Sayyid sabiq juga menegaskan bahwa seorang suami wajib berlaku baik 

terhadap istri, mendidiknya dengan nilai-nilai Islam dan menjaga kehormatan 

 

36Idik Saeful Bahri, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia (2023), 

h.54. 

37Abu Umar Basyir, fikih Keluarga: Membina Rumah Tangga Islami (Bandung: Pustaka Al-

Kautsar, 2015), h.78. 

38Wahbah Az Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 

h.662-663 
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keluarganya.39 Dengan demikian suami bukan hanya menjadi pencari nafkah, tetapi 

juga membimbing, mengayomi serta melindungi istri dan keluarganya. 

2. Sebab Kewajiban Nafkah  

Kewajiban nafkah ditentukan dengan adanya sebab yang melatarinya. Nafkah 

diwajibkan kepada seseorang sebab adanya hubungan kekerabatan, seperti nafkah 

ayah terhadap anaknya yang masil kecil, nafkah anak kepada ayahnya yang tidak lagi 

mampu untuk bekerja.40 Dan juga sebab adanya hubungan pernikahan. Para ulama 

sepakat memasukkan nafkah suami dalam perkara syariat.41  

Dalam konteks nafkah suami terhadap istrinya, syariat mewajibkan suami 

memberi nafkah kepada istrinya tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, 

istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak 

suaminya dan suaminya berhak atas dirinya, dan istri wajib mematuhi suaminya. 

Suamipun wajib memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya 

selama masih terjalin hubungan suami istri diantara keduanya dan tidak ada 

pembangkangan (nusyuz) atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.42 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi alasan dalam penetapan 

hukum wajibnya suami memberi nafkah kepada istrinya setelah dinikahi, yaitu suami 

telah membatasi kebebasan istrinya dalam berbagai hal setelah pernikahan. Dan juga 

istrinya telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami dan menaatinya. 

Sedangkan menurut Mazhab Maliki yang menjadikan nafkah wajib terhadap istri 

 
39Sayyid sabiq, Fikih Sunnah, h.453. 

40Husni Fuaddi, Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam, h.63. 

41Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Cet. 

II, Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h.23. 

42Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h.429-430. 
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yaitu istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya. Menurut Mazhab syafi’i 

istri memberitahukan kesiapannya untuk di gauli kapanpun suaminya 

menginginkannya dan apabila dia menolak ajakan suaminya maka dia tidak berhak 

atas nafkah. selain itu ia wajib izin kepada suaminya apabila ia hendak keluar rumah. 

Sedangkan pendapat Mazhab Hanbali hampir sependapat dengan Mazhab Syafi’i.43 

Adapun syarat-syarat kepemilikan hak terhadap nafkah yang harus dipenuhi 

yaitu: 

a. Akad nikah dilaksanakan secara sah. 

b. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya 

c. Istri tidak menolah untuk pindah sesuai keinginan suaminya. 

d. Keduanya termasuk orang yang layak untuk mendapatkan menikmati 

kesenangan dalam hubungan suami istri. 

Jika tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat ini, maka nafkah menjadi 

tidak wajib. Alasannya, jika akad nikah tidak sah bahkan rusak, maka pasangan 

suami istri harus dipisah untuk menghindari dampak buruk.44 

3. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Suami 

Kewajiban memberi nafkah dalam rumah tangga bukan sekedar kesepakatan 

sosial antara suami istri, tetapi merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

hukum Islam. Kewajiban nafkah suami memilki dasar hukum yang kuat yang 

bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, Hadits, serta ijma’ ulama.45 

 

43 Abdul Halim, Pandangan Ibnu Qudama Tentang Nafkah Qobla Dukhul, MASADIR: 

Jurnal Hukum Islam vol. 04 2024, h. 823-824. 

44Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h.430. 

45Miftahol Ulum, dkk, Hukum keluarga Islam, h. 114. 
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Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman yang 

jelas mengenai kewajiban nafkah suami dalam Al-Qur’an pada QS. An-Nisa/4:34 

Allah SWT berfirman 

ناْ اَمْوَالِّهِّمْ ا اُ بعَْضَهمُاْ علَٰا بعَْضٍا وَبِّمَآا ااَنفَْقُوْا مِّ لِّسَاۤءِّا بِّمَا فضََلاَ الللٰ ِّجَالاُ قوََامُوْناَ علََا الن   اَلرل

Terjemahnya: 

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
(perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
hartanya.46 

Sejalan dengan ayat diatas menunjukkan bahwa bahwa laki-laki (suami) 

adalah qawwam (pemimpin) atas perempuan (istri) karena Allah memberikan 

kelebihan atas mereka. Serta bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan 

perlindungan sebagai bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga. 47 Wahbah zuhaili 

menjelaskan dalam kitabnya bahwa kepemimpinan suami ini mencakup aspek 

tanggung jawab atas materi, moral, dan spiritual terhadap istrinya dan keluarganya. 

Terdapat juga dalam QS. Al-Baqarah/2:233 

ا اِّلاَ وُسْعَهاَكا ا لَا تُكَفَُا نفَْس  لمَْعْرُوْفِّ  زْقُهنُاَ وَكِّسْوَتُُنُاَ بِِّ  وَعلََا المَْوْلوُْدِّا لَاٗ رِّ

 Terjemahnya 

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang 

patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.48  

 

46Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.84. 

47Miftahol Ulum, dkk, Hukum Keluarga Islam (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia,2025), 

h.114. 

48Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.37. 
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Allah SWT berfirman dalam QS. At-Talaq/65:6 

لاٍ فاََنفِّْقُوْاعلَيَِّْْناَ ناْ كُناَ اُولٰتِّا حََْ نَ ا وَاِّ قُوْا عَاليَِّْْ وْهُناَ لِّتُضَيلِّ كاُْ وَلَا تضَُاۤرُّ جْدِّ ناْ وُّ ناْ حَيْثاُ سَكَنْتُاْ ملِّ  اَسْكِّنوُْهُناَ مِّ

لهَنَُكا ا يضََعْناَ حََْ   حَتَّلٰ

 Terjemahnya: 

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang 
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan49 

Allah SWT juga berfirman dalam QS. At-Talaq/65:7 

هُ ههُ لَُ يهكَلِّّفهُ اللّٰ  لِّي هنْفِّقُْ ذهوُْ سَعَةُ  مِّّنُْ سَعَتِّه وَمَنُْ قهدِّرَُ عَلَيْهُِّ رِّزُْقهه فَ لْي هنْفِّقُْ مَِِّّاُ  اٰتٰىههُ اللّٰ

هُ بَ عْدَُ عهسْرُ  يُّسْراًُ  نَ فْسًا اِّلَُّ مَاُ  اٰتٰىهَاهُ سَيَجْعَلهُ اللّٰ
Terjemahnya: 

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut 
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi 
nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak 
membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 
dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan 
kelapangan setelah kesempitan.50 

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah yang bersumber dari hadits 

Rasulullah SAW, Muslim meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda pada saat 

melaksanakan haji wada’ 

 اتقوا الل في النساءُ، فإنكم أخذتموهن بكلمة اللُ، واستحللتم فروجهن بكلمة اُلل

 ولكم عليهن أل ي هوْطِّئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإنُ فعلن ذلكُ فاضربوهن ضربُ 

 

49Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.559. 

50Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.559. 
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 غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بلمعروف51 
Artinya 

Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Sesungguhnya kalian telah 
mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan 
mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus 
mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang 
tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka 
pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak 
mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian 
dengan selayaknya” 

Dalam sebuah Riwayat Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy ra. 

زوجة قماح الله رسول يا قلت قال عنْما الله رضى ابه عن القسيى معاويه بنا حكيم عن  

 احد نا عليه ؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتس يت52

Artinya: 

Dari hakim bin Mu’awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya (Mu’awiyah bin 
Hayyidah), beliau berkata: ya Rasulullah apakah hak istri seseorang dari kami 
atas suaminya? Beliau menjawab kamu memberinya makanan jika kamu 
makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. 

Adapun landasan atas kewajiban nafkah sesuai dengan ijma’ ulama adalah, 

Ibnu Qudama’ berkata para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami yang sudah berusia balig 

kecuali terhadap istri yang membangkang (nuyuz). Hal ini juga disampaikan oleh 

Ibnu Mundzir dan yang lainnya. Dia berkata, berhubungan dengan hal ini 

mengandung satu bentuk pelajaran, yaitu bahsanya perempuan tertahan pada suami 

 

51Imam Muslim, Shahih Muslim (Terj, Mohammad Nashiruddin Albani), (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2005), Jilid II, h.885. 

52Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), juz 

2, hlm. 498. 

. 
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yang membuatnya tidak dapat beraktivitas dengan leluasa dan mencari penghasilan, 

maka seorang suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberikan nafkah.53 

4. Jenis dan Kadar Nafkah dalam Rumah Tangga 

Dalam kehidupan rumah tangga suami memilki kewajiban untuk menafkahi 

istrinya baik secara lahir dan batin. Nafkah lahir bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan memberikan kenyamanan kepada pasangan dan keluarga. 54  

Secara umum nafkah lahir terbagi menjadi dua jenis yaitu: Nafkah Primer (wajib) 

dan nafkah sekunder.  

a. Nafkah primer adalah kewajiban dasar dan utama yang harus dipenuhi 

oleh suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu segala sesuatu yang 

dibutuhkan oleh istri dan keluarganya untuk kelangsungan hidup yang 

layak, yang termasuk kategori nafkah primer meliputi pangan, sandang 

dan papan, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut: 

(1) Pangan (makanan) 

Nafkah pangan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang dimakan 

atau diminum, misalnya nasi, gandum, biji-bijian, roti, lauk pauk dan 

makanan yang lain selagi baik dan halal begitu juga dengan minuman. 

Nafkah pangan merupakan kebutuhan pokok dalam rumah tangga 

yang harus dipenuhi suami. Pemenuhan makan dan minum juga 

didasari dengan pertimbangan kondisi ekonomi suami.55 

 

53Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h.429. 

54Rizal Darwis, Hak Nafkah istri dalam hukum perkawinan (Gorontalo: Sultan Amai, 

2015), h. 77. 

55Ahmad Alamuddin Yasin, Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif 

Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals, h.36. 
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Menurut az-Zuhaili nafkah pangan ialah makanan dan pelengkapnya 

seperti roti, minuman, lauk pauk, air cuka, minyak, dan sejenisnya.56 Jadi 

nafkah pangan ialah segala sesuatu yang baik dan boleh dimakan secara 

hukum yaitu halal. 

(2) Sandang (pakaian) 

Nafkah sandang ialah berupa pakaian yang layak bagi istri. Pakaian 

merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu, namun dengan 

seiring dengan perkembangan zaman pakaian juga menjadi gaya 

hidup bagi masyarakat. Dalam hal ini suami berkewajiban 

memberikan pakaian untuk istrinya.57 

Menurut keterangan al-Zuḥailī, nafkah sandang meliputi pakaian yang 

dapat menutup aurat. Penetapan ukuran atau kadar nafkah sandang 

juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Apabila suami kaya, 

maka nafkah sandang isteri adalah dari bahan yang halus dan bagus, 

sedangkan bagi suami yang miskin boleh dari kain yang kasar. 

Termasuk dalam cakupan nafkah sandang adalah kain, kerudung, 

jilbab, celana, sandal, sepatu dan sejenisnya.58 

(3) Papan (Tempat tinggal) 

Nafkah papan yang dimaksudkan disini ialah tempat tinggal yang 

aman dan layak, yang terpenting dapat melindungi keluarganya agar 

 

56Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, h.119. 

57Ahmad Alamuddin Yasin, Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif 

Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals, h.38. 

58Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, h.123. 
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tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari cuaca ekstrim dan 

ancaman penjahat serta binatang buas. Dalam hal ini tempat tinggal 

dapat berupa properti yang dimiliki maupun tempat tinggal yang 

ditempati secara disewa. Tempat tinggal merupakan unsur mendasar 

dalam rumah tangga, tempat tinggal dianggap sebagai suatu 

kewajiban yang menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh 

suami terhadap istrinya, sejalan dengan pendapat ulama. 59  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq/65:6 

ناْ اَسْكِّنوُْهُناَ ناْ سَكَنْتُاْ حَيْثاُ مِّ كاُْ ملِّ جْدِّ وْهُناَ وَلَا وُّ قُوْا تضَُاۤرُّ نَ ا لِّتُضَيلِّ علَيَِّْْ  

Terjemahnya: 

Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka.60 

 

 

b. Nafkah sekunder adalah pemberian suami yang diluar dari nafkah wajib 

yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah sekunder juga kebutuhan yang 

diperlukan untuk memberi kenyamanan dan menghilangkan kesulitan 

tetapi tidak sampai pada level darurat yang mengancam kelangsungan 

hidup.61 Nafkah sekunder meliputi biaya pengobatan, peralatan rumah 

tangga, transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pengadaan 

pembantu rumah tangga. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan 

 

59Ahmad Alamuddin Yasin, Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif 

Maqasid Syariah dan Sustainable Development Goals, h.39. 
60Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.559 
61Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam (2017), h.197 
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ulama, mayoritas ulama berpendapat, biaya pengobatan istri tidak wajib 

bagi suami. Begitu pula dengan pengadaan pembantu rumah tangga, 

kecuali jika hal itu sudah lumrah dalam keluarga sang istri. 

Adapun Nafkah batin adalah nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan 

emosional dan psikologis berupa menggauli istri, cinta, kasih sayang dan komunikasi 

antara pasangan. Ini sangat penting bagi keberlangsungan rumah tangga karena 

membangun hubungan yang harmonis dan mendukung kebahagian mental serta 

emosional. 

Dalam hukum Islam, besaran nafkah tidak ditentukan secara ekspilit dalam 

angka tertentu, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi 

nafkah dan kebutuhan penerima nafkah. Prinsip ini memberikan fleksibilitas 

sehingga pemenuhan nafkah dapat mencerminkan keadilan serta pertimbangan 

situasi sosial dan ekonomi pihak yang memiliki kewajiban memberi nafkah. Besaran 

nafkah mengikuti prinsip kesanggupan dan kebutuhan dasar yang layak (ma’ruf).62 

C. Implementasi Kewajiban Nafkah 

Secara bahasa pengertian implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to 

implement, implementation yang berarti mengimplementasi, pelaksanaan atau 

penerapan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu 

yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.63 Sementara itu didalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau 

perwujudan dari suatu rencana, kebijakan, atau aturan ke dalam tindakan nyata atau 

 
62Miftahol Ulum, dkk, Hukum Keluarga Islam, h.120. 
63  
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praktik kehidupan sehari-hari.64 Secara istilah, implementasi mengacu pada proses 

penerapan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum, norma, atau prinsip menjadi 

tindakan konkret.65 

Dalam konteks hukum Islam, implementasi berarti pelaksanaan syariat Islam 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah dan usaha untuk 

mewujudkan kemaslahatan. Pelaksanaan syari’at ini mencakup berbagai aspek, 

temasuk pelaksanaan ibadah, muamalah, hingga kewajiban dalam dalam sebuah 

rumah tangga. Hukum Islam tidak hanya berhenti pada aturan hukum, tetapi juga 

pelaksanaannya secara nyata dalam praktik kehidupan. 

Dengan begitu, implementasi kewajiban nafkah dalam rumah tangga berarti 

pelaksanaan tanggung jawab seorang suami untuk memastikan terpenuhinya segala 

kebutuhan istri dan keluarganya. Pelaksanaan kewajiban tersebut, tidak hanya 

sebatas pada pemenuhan nafkah lahir yaitu, penyediaan pangan (makanan), sandang 

(pakaian), dan papan (tempat tinggal), namun juga mencakup nafkah batin. Nafkah 

batin meliputi pemenuhan kebutuhan emosional, kasih sayang, bimbingan serta 

dukungan psikologis. 

Dalam Islam, pelaksanaan kewajiban nafkah merupakan salah satu bentuk 

nyata pengamalan nilai-nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan dalam 

kehidupan keluarga. Kewajiban ini menegaskan peran suami sebagai pemimpin 

rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan keluarganya, serta 

 
64Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

edisi 5 (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2021), h592  
65Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), 

h.70 
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menjadi sarana untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman dalam rumah 

tangga.  

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak 

terlepas dari kondisi dan kemampuan suami. Ketika suami berada dalam keadaan 

perekonomian yang sulit atau fakir, pemenuhan nafkah disesuaikan dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Islam tidak membebani seseorang di luar batas 

kesanggupannya, melainkan menekankan adanya usaha yang maksimal sesuai 

keadaan. Oleh karena itu, selama suami tetap berikhtiar dan berusaha secara 

sungguh-sungguh, keterbatasan dalam pemenuhan nafkah dapat dimaklumi, dan hal 

ini membuka ruang bagi adanya kerja sama, kesabaran, serta saling pengertian antara 

suami dan istri dalam menghadapi kesulitan ekonomi. 

 

D. Suami Fakir  

1. Pengertian Fakir 

Definisi fakir berasal dari Bahasa Arab faqir yang artinya melubangi, 

menimpa, memotong, atau mengikis. Sementara jamaknya fuqara’ yang artinya 

miskin.66 Lawan kata dari ghaniy yang bermakna orang yang memiliki banyak harta. 

Sedangkan menurut istilah para ulama memiliki definisi yang berbeda. Disebutkan 

bahwa fakir adalah rang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu, atau punya sedikit 

sekali harta tapi tidak sampai mencukupi kebutuhan dasarnya. 

Orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya harta untuk sekedar 

mencukupi kebutuhan (hajatnya) dasar. Hajat dasar sendiri berupa kebutuhan untuk 

 

66Ahmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, kamus Arab-Indonesia, h. 1066 
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makan sehingga ia bisa meneruskan hidupnya, pakaiannya yang bisa menutupi 

sekedar auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta tempat 

tinggal untuk berteduh dari cuaca yang tidak mendukung.67 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia fakir ialah orang yang sangat 

berkekurangan; orang yang terlalu miskin atau orang uang dengan sengaja membuat 

dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.68 

Mazhab Hanafiyah mendefinisikan bahwa orang fakir itu adalah orang yang 

hartanya tidak mencapai nisab dari harta yang produktif. Atau bisa juga orang yang 

punya harta memenuhi nisab namun harta itu tidak produktif, dimana habis untuk 

hajat. Mazhab syafi’iyah dan hanabilah keduanya mendefinisikan bahwa orang fakir 

adalah orang yang sama sekali tidak punya harta. Sedangkan Malikiya 

mendefinisikan bahwa orang fakir adalah orang yang masih memiliki harta, namun 

belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya selama setahun.69  

Adapun perbedaan perbedaaan antara fakir dan miskin terletak pada tingkat 

kekurangan mereka, fakir adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta 

sama sekali sementara miskin adalah orang yang memiliki beberapa harta tetapi tidak 

mencukupi untuk kebutuhan dasar mereka. Dengan kata lain, fakir adalah bentuk 

kemiskinan yang lebih ekstrem.70 

 

67Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2019), h. 378. 

68Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 401. 

69Abdul Bakir, Seputar Fakir dan Miskin: Seri Hukum Zakat (Hikam Pustaka, 2021), h. 2-

3. 
70Muhammad Syafi’I Antonio, Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasi (Gema Insani 

Press, 2001), h. 42-43. 
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Sejalan dengan hal ini Suami fakir adalah seseorang yang tidak memiliki 

harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya serta keluarganya. 

Walaupun begitu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya suami tetap 

berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya sesuai kadar kemampuannya. 

2. Konsep Fakir dalam Al-Qur’an 

Dalam Al-Quran kata yang paling sering digunakan dalam menggambarkan 

kemiskinan ialah kata fakir dan miskin serta bentuk dari keduanya. Kata Faqir, 

Fuqara’, Faqr sering digunakan dalam Al-Quran dalam berbagai koteks dan makna 

yang antara lain sebagai berikut:71 

Dalam QS. Al-Fathir/35:15, Al-Quran menggunakan kata faqir sebagai lawan 

kata ghaniy. 

اَ َيُُّّ ِّكا اِّلَا الفُْقَرَاۤءاُ اَنتُْاُ الناَسُا يٰآ اُ الللٰ ُّا هُواَ وَالللٰ يْداُ الغَْنِّ الحَْمِّ  

Terjemahnya 

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah hanya Allah yang maha kaya 

lagi maha terpuji72 

Dalam QS. At-taubah/9:60, Al-Quran mengemukakan bahwa fuqara’ adalah 

golongan yang berhak menerima zakat. 

نمََا لِّيْْاَ وَالمَْسٰكِّيِّْْا لِّلْفُقَرَاۤءِّا الصَدَقٰتُا اِّ ا قلُوُْبُِمُاْ وَالمُْؤَلفََةِّا علَيَْْاَ وَالعْٰمِّ ا وَفِِّ ِّقاَبِّ يْْاَ الرل اْ وَالغْٰرِّمِّ وَفِّ  

يْلِّا ِّا سَبِّ يْلِّ االساَ وَابنِّْا الللٰ ناَ فرَِّيضَْةاً بِّ ِّ ا ملِّ اُ الللٰ حَكِّيْم ا علَِّيْم ا وَالللٰ  

Terjemahnya 

 

71M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa Kata (Jakarta: Lentera Hati 

2007),h.245. 

72Kementrian Agama Ri, Al-Quran dan Terjemahnya, h.436. 
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Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 
para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 
(memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang 
berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. 
Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.73 

Berdasarkan ayar diatas, yang berhak mendapatkan zakat ialah orang-orang 

fakir dan miskin, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga 

tidak dapat memenuhi kebutuhannya.  

Allah berfirman dalam QS. Al-baqarah/2: 273  

ناَ لاُ اَغْنِّيَاۤءاَ مِّ بُُمُاُ الجَْاهِّ س َ ا يََْ ا الَْرْضِّ  يْعُوْناَ ضَاْبِاً فِِّ تَطِّ ِّا لَا يسَ ْ يْلِّا الللٰ اْ سَبِّ وْا فِّ ُ ينْاَ اُحْصِِّ  لِّلْفُقَرَاۤءِّا الََِّّ

اَ بِّه ا علَِّيْم ا  ناْ خَيْاٍ فاَِّناَ الللٰ لحَْافاً ا وَمَا تنُْفِّقُوْا مِّ يْمٰهمُْكا لَا يسَْـلَوُْناَ الناَسَا اِّ ا تعَْرِّفهُُماْ بِّس ِّ ك  التعََفُّفِّ

Terjemahnya 

(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang 
terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat 
berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka 
adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. 
Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka 
tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu 
infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.74 

Dalam islam beberapa golongan yang berhak mendapatkan zakat termasuk 

golongan fakir dan miskin. Dalam hal ini fakir menjadi golongan yang berhak 

mendapatkan zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi’iyah dan 

Hanabilah, Orang fakir memiliki keadaan yang lebih buruk dibandingkan dengan 

orang miskin. Fakir adalah orang yang tidak memilki harta dan pekerjaan Sama 

sekali, atau orang yang berpenghasilah lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya 

sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. 75 

 

73Kementrian Agama Ri, Al-Quran dan Terjemahnya, h.196 

74Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.46. 
75Wahbah Zuhaili, Fiqh wa Adillatuhu, h. 282. 
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E. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Al-Qur’an dan literatur hukum islam tidak menyebutkan istilah hukum islam 

sebagai salah satu terminologi. Istilah yang digunakan adalah syari’ah, fiqh, dan 

hukum Allah.76 Hukum Islam sendiri merupakan terjemahan dari Islamic law dalam 

literatur barat. Menurut Ahmad Rofiq istilah hukum Islam merupakan istilah khas 

Indonesia yang dalam praktik sehari-hari mengandung makna sebagai padanan 

syariah dan di sisi lain sebagai padanan fikih. Hukum islam merujuk pada dua konsep 

utama yaitu syariah dan fikih. Syariah merupakan prinsip-prinsip hukum yang 

ditetapkan dalam Islam, sedangkan fikih adalah penerapan dan interpretasi prinsip-

prinsip tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari.77 Dengan demikian, hukum 

Islam mencerminkan hubungan antara norma-norma agama dan implementasinya 

dalam kehidupan sosial. 

Untuk lebih mengetahui kejelasan tentang hukum islam maka perlu 

mengidentifikasi arti dari masing-masing kata yaitu, hukum dan islam. Kata hukum 

secara bahasa berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama-yahkumu yang 

berarti memutuskan dan menetapkan atau juga dimaknai dengan kata al-hikmah yang 

berarti kebijaksanaan. Jadi orang yang memahami hukum kemudian 

 

76Mardani, Hukum islam; Pengantar ilmu Hukum islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h.8. 

77Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam; Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Cet. I, Jakarta: 

Kencana, 2020), h.18. 



34 

 

 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang 

bijaksana.78  

Adapun Islam berasal dari bahasa arab aslama-yuslimu-islaman yang berarti 

ketuduhan dan kepatuhan juga bermakna islam, damai, dan keselamatan. Istilah 

islam berasal dari kata salima-yaslamu-salaaman-wasalamatan yang berarti selama 

(dari bahaya) dan bebas (dari cacat). 

Dari gabungan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam 

adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang bersumber dari Allah SWT melalui 

wahyu-Nya dalam Al-Qur’an serta penjelasan Nabi Muhammad SAW melalui 

Sunnah, yang bertujuan untuk mengatur dan membimbing perilaku manusia dalam 

seluruh aspek kehidupan. Hukum Islam hadir sebagai pedoman yang mengarahkan 

manusia agar menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan 

kemaslahatan, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun 

lingkungan sekitarnya. Dengan penerapan hukum Islam, diharapkan tercapai 

kesejahteraan, ketertiban, dan kebahagiaan hidup di dunia serta keselamatan di 

akhirat.79 

2. Sumber Hukum Islam 

Hukum islam memilki pijakan yang kuat dalam beberapa sumber utama. 

Sumber-sumber ini menjadi kerangka acuan bagi penetapan norma dan etika dalam 

kehidupan seorang Muslim. Adapun sumber hukum Islam meliputi: 

 

78Rohidin, Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia (Cet. II, 

Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h.2. 

79Abdullah dan Darmini, Pengantar Hukum Islam (Cet. I, Baitu: Literasi Nusantara, 2021), 

h.3. 
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a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama dalam Islam serta 

pedoman hidup bagi seluruh pemeluk agama Islam, yang mengandung 

petunjuk, aturan, dan nilai-nilai yang mengarahkan manusia dalam 

menjalani kehidupan secara benar, adil, dan sesuai dengan kehendak 

Allah SWT.80  

b. Sunnah (Hadits) 

Sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad 

SAW berkaitan dengan kebiasaan baik berupa perkataan (Sunnah 

qauliyah), perbuatan (Sunnah fi’liyah), dan penetapan (Sunnah 

taqririyah) Rasulullah SAW.81  

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an 

dan memiliki peranan yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam. 

Hadits berfungsi untuk memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan 

dalam Al-Qur’an, sekaligus memberikan rincian, penjelasan, dan 

penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih bersifat umum, 

sehingga ajaran Islam dapat dipahami dan diamalkan secara lebih jelas 

dan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

80Palmawati Tahir, Dini Handayani, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.17. 

81Palmawati Tahir, Dini Handayani, Hukum Islam, h.19. 
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c. Ijma’ 

Ijma’ adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Ijma’ merupakan kesepakatan 

para ulama mujtahidin dari umat muslim berlaku pada suatu masa tertentu 

terhadap suatu hukum syar’i setelah wafatnya nabi Muhammad SAW.82 

d. Al-qiyas (analogi) 

Qiyas merupakan suatu hukum dari masalah yang baru yang sebelumnya 

belum mempunyai hukum dengan memperhatikan masalah sebelumnya 

yang telah memiliki hukum dan mempunyai kesamaan pada segi alasan 

dari masalah baru. 83 

Metode pengambilan hukum diurutkan sebagai berikut, yang pertama, al-

Qur'an, apabila ditemukan hukumnya maka itulah yang dijadikan pedoman, namun 

jika tidak ditemukan hukumnya, baru beralih ke Sunnah. Jika tidak ditemukan 

hukumnya di Sunnah, maka dilihat Ijma' ulama. Jika tidak ada Ijma' ulama 

ditemukan, maka dilakukan ijtihad untuk menemukan hukumnya dengan cara 

menganalogikan (Qiyas) kepada kasus yang sudah ada dalilnya.84 

Adapun dalil untuk penggunaan sumber-sumber hukum ini adalah firman 

Allah dalam QS. An-Nisa/4:58 

ا يۡـعُوااالرَسُوۡلَاوَاُولِّ اوَاَطِّ َ يۡـعُوااالللٰ اااَطِّ ينَۡااٰمَنوُۡۤ اَاالََِّّ نۡكُُاۡيـٰۤاَيُُّّ امِّ اۡاتنَاَزَعۡتُاۡافاَِّناۡاالَۡمۡرِّ ءاٍافِِّ وۡهاُاشََۡ ِّاااِّلَاافرَُدُّ  الللٰ

نوُۡناَاكُنـۡتُاۡااِّناۡاوَالرَسُوۡلِّاا ِّااتؤُۡمِّ لللٰ رِّااوَاليۡـَوۡمِّااابِِّ خِّ اَاذاٰااؕالٰۡ يلًۡااوَاَحۡسَناُاخَيۡ االِّ وِّ  تََۡ

 
82Hikmatullah, Mohammad Hifni, Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia, (A-

Empat, 2021), h.74. 

83Palmawati Tahir dan dini Handayani, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.17. 

84Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami,  

(Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), h. 24. 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 
Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu 
berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) 
dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang 
demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di 
akhirat) 85 

beberapa ulama juga berpendapat tentang sumber hukum islam juga 

meliputi:86 

1) Al-istihsan, yakni penyimpangan terhadap nash tertentu dari aturang 

yang pertama pada aturan lain karena alasan hukum yang lebih 

relevan bagi penyimpangan tersebut. 

2) Al-istilah, yakni ketentuan yang belum terjadi lebih dahulu karena 

kemauan Masyarakat luas, yang tidak ditunjukkan oleh Al-qur’an 

maupun sunnah. 

3) Al-urf, yakni keniasaan atau adat suatu masyrakat tertentu, baik 

perkataan maupun perbuatan. 

3. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Ruang lingkup hukum islam dibagi menjadi dua yaitu hukum yang membahas 

tentang aturan dan tata cara seseorang dalam berinteraksi kepada Allah (ibadah) dan 

hukum yang mengatur interaksi antar manusia (muamalah), sebagai berikut:87 

a. Ibadah yaitu shalat, puasa, zakat, haji, dan semua Kebajikan yang 

dikerjakan dengan mengharap Ridha Allah SWT serta balasan pahala 

di akhirat kelak. 

 

85Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.87. 

86Palmawati Tahir dan dini Handayani, Hukum Islam, h.18. 

87Abdullah dan Darmini, Pengantar Hukum Islam, h,23-29  
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b. Muamalah, dalam hal ini bidang muamalah meliputi: 

1) Ahkam ahwal syahkshiyah (hukum keluarga Islam) 

2) Ahkam madaniyah (hukum perdata Islam) 

3) Ahkam jinayat (hukum pidana Islam) 

4) Ahkam murafaat (hukum acara peradilan) 

5) Ahkam dusturiyah (hukum perundang-udangan) 

6) Ahkam dauliyah (hukum tata negara) 

7) Ahkam iqtisadiyah wa maliyah (hukum ekonomi dan harta) 

4. Tujuan Hukum Islam  

Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan serta menciptakan 

kemaslahatan hidup manusia di dunia dan kebahagian hidup di akhirat kelak. Allah 

SWT berfirman dalam QS. Al-anbiya’/21:107 

يْْاَوَماَ لِّلعْٰلمَِّ ةًال  اآاَرْسَلْنٰكَااِّلَارَحََْ

Terjemahnya: 

kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali sebagai Rahmat bagi 
seluruh alam88 

Untuk mewujudkan kemaslahatan maka kebutuhan manusia harus 

terpelihara, serta tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

Al-Syathibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan Syari’at.89 

a. Memelihara Agama 

b. Memelihara jiwa 

 

88Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan, h.331. 

89Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam; Dalam Sistem Hukum di Indonesia, h.26  
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c. Memelihara akal 

d. Memelihara keturunan 

e. Memelihara harta 

5. Prinsip hukum Islam 

Prinsip yang membentuk hukum Islam adalah sebagai berikut:90 

a. Tauhid (mengesakan Allah SWT) 

b. Al-‘adl (menegakkan keadilan) 

c. Amar Ma’ruf Nahi Mungkar (mengajak kepada kebaikan dan 

mencegah dari keburukan) 

d. Al-hurriyah (kemerdekaan dan kebebasan) 

e. Al-musawah (persamaan atau egalite) 

f. At-ta’awwun (tolong-menolong) 

g. Tasamuh (toleransi) 

  

 

90Rohidin, Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia, h.38. 
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BAB III 

KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI FAKIR TERHADAP ISTRI DALAM 

RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Kewajiban Nafkah dalam Konteks Suami Fakir 

Dalam Islam, nafkah merupakan kewajiban utama seorang suami yang harus 

ditunaikan, kewajiban ini berlaku selama akad nikah berlangsung dan tidak ada 

pembangkangan (nusyuz). Nafkah merupakan hak istri baik berupa makanan, 

pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang menujang kehidupan istri. Dalam Al-

Qur’an Allah SWT berfirman pada QS. Al-Baqarah/2:233 

زْقُهنُاَ لَاٗ المَْوْلوُْدِّا وَعلََا ا وَكِّسْوَتُُنُاَ رِّ لمَْعْرُوْفِّ  ا تُكَفَُا لَا بِِّ وُسْعَهاَكا اِّلاَ نفَْس   

Terjemahnya: 

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang 

patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.91 

Kewajiban merupakan tanggung jawab yang jelas bagi suami. Namun, pada 

kenyataannya tidak semua suami berada dalam kondisi ekonomi yang stabil. 

Beberapa suami berada dalam kondisi fakir, yang artinya keterbatasan secara 

finansial dan tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya. Meski dengan 

kondisi tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban suami untuk memberi 

nafkah, namun disesuaikan dengan kemampuannya. Sebagaimana pada firman Allah 

SWT QS. At-Talaq/65:7 

 
91Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.37. 
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نْا لَامَاآاٰتاٰليُنْفِّقْاذُوْاسَعَةٍاملِّ انفَْسًاااِّ ُ فُاالللٰ الَايكَُلِّ  ُ مَاآاٰتٰىهُاالللٰ زْقُهٗافلَْيُنْفِّقْامِّ ارِّ رَاعلَيَْهِّ  ىهاَ اسَعَتِّه  اوَمَنْاقُدِّ

ُّسْْاًا اي ابعَْدَاعُسٍْْ ُ يَجْعَلُاالللٰ  س َ

Terjemahnya: 

hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan 
orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang 
melainkan sesuai kadar apa yang Allah berikan kepadanya.92 

Ayat ini menujukkan kewajiban tersebut tetap ada, terlepas dari keadaan 

suami, hanya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan suami.  Islam 

tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya, tetapi tetap menuntut adanya 

usaha dari pihak suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, meski dalam 

kadar minimal. Kewajiban ini tetap menjadi tanggung jawab moral dan hukum, yang 

mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga.  

Pada dasarnya, kewajiban nafkah bagi suami fakir tetap ada. Namun kadarnya 

disesuaikan dengan kemampuan suami. Islam tidak membebani seseorang diluar 

kemampuannya. Nafkah mencakup kebutuhan pokok istri, seperti pangan 

(makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal), juga meliputi pemenuhan 

kebutuhan emosional, kasih sayang, bimbingan spiritual serta dukungan psikologis. 

Dengan demikian kewajiban nafkah dalam konteks suami fakir tetap menjadi 

tanggung jawab yang harus diusahakan dengan semampunya dalam pelaksanaanya.  

Namun apabila suami benar-benar tidak memiliki harta mengenai kadar 

nafkah yang harus dipenuhi oleh suami para ulama memilki perbedaan pendapat. 

Menurut Imam Syafi’I kadar nafkah bagi orang miskin atau yang berada dalam 

kesulitan ekonomi adalah satu mud. sedangkan bagi orang yang berada adalah dua 

 

92Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan, h.559. 
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mud. menurut Imam Abu Hanifah orang yang berada dalam kesulitan memberikan 

empat sampai lima dirham perbulannya. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa 

kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan Syara’, menurutnya kadar 

nafkah disesuakan dengan kemampuan dan kondisi suami. Adapun menurut Imam 

Hanabilah, kadar nafkah suami terhadap istri disesuaikan dengan keadaan suami dan 

istri, jika mereka berada dalam kondisi fakir kadar nafkah tersebut disesuaikan 

dengan keadaan dan kondisi keluarga tersebut.93 

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Fakir 

Dalam hukum Islam, kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab 

yang dibebankan kepada seorang suami terhadap istrinya selama ikatan pernikahan 

berlangsung, kewajiban ini ditegaskan dalam Al Qur’an, diantaranya pada QS. At-

Talaq/65:7 dan QS. Al-Baqarah2/:233. Pelaksanaan kewajiban memberi nafkah 

bersifat normatif dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Namun, pada kondisi 

tertentu seperti suami berada dalam kefakiran atau kesulitan ekonomi, para ulama 

memilki perbedaan pendapat mengenai keberlangsungan kewajiban tersebut.  

Menurut mazhab Hanafi, ketika suami berada dalam kondisi fakir, maka ia 

tidak memiki kewajiban untuk memberi nafkah, namun istri memilki hak untuk 

menetapkan bahwa nafkah yang tidak diberikan secara penuh selama suaminya 

dalam kondisi tidak mampu menjadi utang yang harus dibayar dikemudian 

hari.94Artinya, nafkah yang tidak dipenuhi oleh suaminya menjadi utang atau tidak, 

 
93Ahmad Rajafi, Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara, Jurnal Al-

Ihkam, Vol 13 no. 1 (2018), h.104 

94Umar Sulaiman al-Asyqar, Ahkam al-Zawaj fi Dau al-Kitab wa al-Sunnah (Terj: Imam 

Firdausi) (Solo: Tinta Medinam 2015), h.318-319  
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dikembalikan kepada kesepakatan bersama atau sikap istri. Selain itu, Jika suami 

mengalami kesulitan ekonomi, istri diperbolehkan untuk mencari pinjaman atau 

berutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun tanpa persetujuan 

suami.95 Tetapi istri tidak semestinya menggunggat cerai suaminya dikarenakan 

kondisi fakir sehingga tidak dapat memberi nafkah.96  

Sedangkan menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali, kewajiban memberi nafkah 

tetap berlaku meskipun suami berada dalam keadaan fakir. Namun disesuaikan 

dengan kemampuannya. Nafkah yang tidak diberikan suami selama dalam masa 

kefakirannya menjadi utang yang harus dilunasi ketika suami telah mampu. Dalam 

hal ini seorang istri memiliki hak untuk mengajukan cerai apabila suaminya benar-

benar tidak mampu menunaikan kewajiban memberi nafkah, namun jika suami masih 

mampu nafkah di atas standar, maka istri tidak dibenarkan meminta cerai. Dalam 

keadaan demikian suami dapat menmberi pilihan (khiyar) kepada istri antara 

menetap hidup bersama suami atau bercerai.97  

Sebaliknya menurut mazhab Maliki, jika suami benar-benar berada dalam 

kondisi tidak mampu secara finansial, maka kewajiban memberi nafkah dianggap 

gugur dan tidak menjadi utang yang harus dibayar kemudian hari.98 Menurut mazhab 

Maliki, istri tidak dapat menetapkan nafkah sebagai utang karena hal tersebut tidak 

adil mengingat kondisi suami yang mengalami kesulitan. Pendapat ini didasari 

 

95Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, h.129 

96Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), 

Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94. 

97Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h.129-130 

98Umar Sulaiman al-Asyqar, Ahkam al-Zawaj fi Dau al-Kitab wa al-Sunnah (Terj: Imam 

Firdausi) (Solo: Tinta Medinam 2015), h.318-319 
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firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq/65:7. Dalam kondisi suami yang fakir dan 

tidak mampu memberikan nafkah, istri diberikan dua pilihan yaitu bersabar dan tetap 

melanjutkan pernikahan atau mengajukan gugatan cerai (fasakh).99 Ketika suami 

tidak dapat memberikan nafkah secara layak dikarenakan kondisi kefakirannya dan 

istri mengajukan pengaduan kepada hakim. Menurut mazhab Maliki, hakim tidak 

dapat memutuskan pernikahan dikarenakan kondisi suami yang fakir, namun 

sekiranya istri menginginkan untuk bercerai maka istri diberi hak khiyar, yaitu ia bisa 

memilih untuk bersabar dan tetap melanjutkan atau menggugat cerai suaminya.100 

Pada uraian di atas dapat dapat dipahami bahwasanya mayoritas ulama selain 

Malikiyyah berpendapat mengenai nafkah suami fakir tidak serta merta gugur 

dikarenakan kefakirannya. Namun mengenai menjadinya utang atau tidak, para 

ulama berbeda pendapat. Pada pendapat Hanafi, penetuan kewajiban nafkah tersebut 

menjadi utang dikembalikan kepada istri apakah dia menetapkan nafkah suami fakir 

menjadi utang atau tidak. Menurut Syafi’I dan Hanbali, nafkah yang tidak dipenuhi 

saat suami dalam kondisi fakir secara mutlak menjadi utang yang harus ditutupi saat 

ia telah mampu. Sedangkan pendapat Maliki, istri tidak boleh menetapkan utang 

sebab kefakiran suaminya. 

Adapun pendapat Ibnu Hazm mengenai kewajiban nafkah. Menurutnya 

barang siapa yang hanya mampu memberikan sebagian dari nafkah, maka suami 

tetap wajib menunaikan kewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, 

sementara nafkah yang tidak mampu di tunaikan maka itu gugur darinya. Jika 

 

99Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, h.129 

100Muhammad Al-Fayyud Rafiqi, Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah, 

Akhlak: Jurnal Agama Islam dan Filsafat, Vol. 2, 2025, h.204-205. 
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kemudian kondisi suami telah lapang maka suami harus memberikan nafkah dengan 

baik sesuai dengan kondisinya.101 

Sebagaimana pendapat Ibnu Hazm, seorang suami yang tidak mampu 

menunaikan nafkah secara penuh dikarenakan kondisi fakir yang dialaminya, tetap 

berkewajiban memenuhi nafkah yang mampu ia tunaikan. Dengan kata lain 

kewajiban tersebut tidak gugur sepenuhnya, melainkan disesuaikan dengan kendisi 

dan kemampuan suami. Ketika kelak suami memiliki kelapangan, tanggung jawab 

nafkah disesuaikan dengan kondisinya. 

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia pada Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) menyatakan “Suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemapuannya”102 pada pasal ini menunjukkan suami berkewajiban memenuhi 

kebutuhan istrinya (nafkah) namun pada pelaksanaanya sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan suami. Dengan demikian pada kondisi suami fakir pelaksanaan tersebut 

disesuaikan dengan kemampuan suami. 

Adapun konsekuensi hukum yang diterima suami jika tidak memenuhi 

kewajiban memberi nafkah, nafkah yang menjadi utang, pemutusan pernikahan oleh 

hakim, dan hak istri untuk mengajukan cerai gugat (fasakh). Mayoritas ulama sepakat 

jika suami tidak memberi nafkah secara layak kepada isterinya karena miskin, maka 

isteri berhak mengajukan ke pengadilan agar pengadilan dapat menetapkan besarnya 

nafkah yang harus diberikan dan menetapkan kebolehan isteri untuk berhutang atas 

 

101Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, taqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Jilid 14 (Pustaka 

Azzam), h. 35 

102Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. III, 2006), h.41. 
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tanggungan suami. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan 

kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit 

yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.103 Ia diberi tenggang waktu 

sampai lapang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 280,  

رَة   ذوُ   كَانَ  وَاِن   ا انَ  وَ  مَي سَرَة    اِلٰى فنَظَِرَة   عُس  نَ  كُن تمُ   اِن   لَّكُم   خَي ر   تصََدَّقوُ  تعَ لمَُو   

Terjemahnya: 

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu 
sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) 
itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui.104 

Kewajiban nafkah merupakan salah satu poin utama dalam kehidupan rumah 

tangga. Ketika nafkah tidak terpenuhi dengan baik bisa memberi dampak yang tidak 

baik yang mempengaruhi kualitas dan keharmonisan keluarga dan keutuhan rumah 

tangga. Secara psikologis kondisi ini dapat memicu konflik dan pertengkaran 

berkelanjutan, yang dapat mengikis rasa hormat dan kehilangan kepercayaan antar 

pasangan bahkan bisa berujung pada keretakan rumah tangga. Anak-anak dalam 

keluarga juga terdampak secara emosional dan psikologis karena ketidakstabilan 

keluarga. Selain itu tekanan hidup yang berat dapat menimbulkan gangguan mental 

seperti stress, depresi dan kecemasan pada akhirnya semua dampak tersebut 

mengarah pada kehancuran hubungan keluarga secara keseluruhan.105 

Berdasarkan uraian di atas, tidak terpenuhinya nafkah dalam keluarga dapat 

menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Salah satu dampak utama 

 

103Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h.129 

104Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.47. 

105Misra Netti, Syamsiah Nur, Thoat Stiawan, Implikasi Kepala Rumah Tangga Tidak 

Mampu Memberi Nafkah dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Maqasid 

Syari’ah, Hamlatul Qur’an: Ilmu-ilmu Al-Qur’an, Vol. 6,2024, h.67-68. 
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adalah munculnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, yang dapat memicu 

berbagai permasalahan internal dalam rumah tangga. Kondisi ekonomi yang tidak 

stabil sering kali menimbulkan tekanan dan beban pikiran, baik bagi suami maupun 

istri, sehingga berpotensi memicu konflik, pertengkaran, dan kesalahpahaman dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Ketidakstabilan tersebut tidak hanya memengaruhi aspek materiil, seperti 

pemenuhan kebutuhan pokok dan kelangsungan hidup keluarga, tetapi juga 

berdampak pada kondisi psikologis anggota keluarga. Stres, kecemasan, dan 

perasaan tidak aman dapat muncul akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 

ekonomi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan antara 

suami dan istri. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama tanpa 

adanya solusi yang tepat, maka dapat merusak suasana rumah tangga, melemahkan 

ikatan emosional, serta berujung pada keretakan hubungan suami istri bahkan 

mengancam keutuhan keluarga secara keseluruhan. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI NAFKAH SUAMI FAKIR TERHADAP ISTRI DALAM 

RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM 

A. Implementasi Kewajiban Nafkah Suami Fakir 

Dalam kehidupan pernikahan, tidak sedikit pasangan suami istri mengalami 

kesulitan ekonomi, terutama ketika suami berada dalam kondisi fakir atau tidak 

mampu secara finansial. Suami fakir adalah suami yang tidak memiliki kecukupan 

harta atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Seperti makanan, 

pakaian, dan tempat tinggal.106 Kondisi ini bisa disebabkan karena berbagai hal, 

seperti pengangguran, keterbatasan lapangan kerja, penyakit berkepanjangan, 

keterbatasan fisik, atau musibah yang mengganggu kestabilan ekonomi keluarga. 

Kondisi fakir bukanlah sesuatu yang direncanakan, melainkan merupakan 

ujian dari Allah SWT dalam perjalanan hidup seseorang. Ujian tersebut bertujuan 

untuk menguji tingkat keimanan, kesabaran, serta keteguhan hati dalam menghadapi 

berbagai keterbatasan. Kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang 

latar belakang, sehingga Islam memandangnya sebagai bagian dari ketetapan Allah 

yang harus disikapi dengan sikap tawakal disertai ikhtiar yang sungguh-sungguh. 

Dalam kehidupan rumah tangga, kondisi fakir tentu berpengaruh terhadap 

pemenuhan salah satu kewajiban utama suami, yaitu memberikan nafkah kepada istri 

dan keluarganya. Keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan nafkah tidak terpenuhi 

secara optimal, namun hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab 

 

106Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana 2006), h.223. 
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suami. Islam tetap menuntut adanya usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, 

meskipun hasilnya belum maksimal. 

Oleh karena itu, meskipun berada dalam keterbatasan, suami diwajibkan 

untuk terus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal demi 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Usaha tersebut merupakan wujud tanggung 

jawab, kesungguhan, dan kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Di samping itu, 

Islam juga membuka ruang bagi adanya bantuan dan kerja sama, baik dari istri, 

keluarga, maupun masyarakat, sebagai bentuk kasih sayang dan solidaritas sosial 

dalam menghadapi ujian kehidupan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-

Baqarah/2:286 

فُا لَا اُ يكَُلِّ اكْتسََبتَْ ا مَا وَعلَيَْْاَ كَسَبتَْا مَا لهَاَا وُسْعَهاَ ا اِّلاَ نفَْسًا الللٰ  

 Terjemahnya 

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya 
ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada 
sesuatu (siksaan) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.107 

Dalam kondisi fakir, seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah 

terhadap istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehubungan dengan 

itu, M. Quraish Shihab menguraikan bahwa nafkah kepada anak istri merupakan 

kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Kadar kewajiban tersebut tergantung dari 

kemampuan sang suami. Jika suami dalam kondisi sulit maka kewajiban nafkah 

disesuaikan dengan kemampuannya.108  

 

107Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.49. 

108Alamsyah, Keadilan Pencarian Nafkah bagi Perempuan dalam Al-Qur’an Menurut 

Pandangan Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Publica Indonesia Utama 2023), h.28. 
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Jika suami dalam kondisi kesulitan rezeki atau fakir, maka dia memberikan 

nafkah terhadap istrinya dalam batas minimal yang mencukupinya berupa makanan 

dan lauk-pauk dengan sepatutnya, serta berupa pakaian yang mencukupinya dengan 

mutu terendah baik pakaian untuk musim panas maupun untuk musim dingin.109 

Dalam kondisi tersebut, bentuk dan kadar nafkah disesuaikan dengan kondisi 

dan kemapuan suami. Dengan artian bahwa standar nafkah tidak merujuk pada 

kelayakan umum pada keluarga berkecukupan melainkan disesuaikan dengan 

kapasitas dan kemampuan minimal yang dimiliki suami. 

Secara spesifik, nafkah pangan yang harus disediakan oleh suami adalah 

makanan dan lauk pauk yang cukup untuk istri, meskipun dalam bentuk yang sangat 

sederhana. Hal tersebut sudah dianggap memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Demikian pula untuk nafkah sandang, suami tidak berkewajiban untuk membelikan 

pakaian baru. Pakaian yang layak dan menutupi aurat sudah cukup. Sementara nafkah 

papan, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang dapat melindungi istri dari 

cuaca ekstrim, memberikan rasa aman, dan menjaga privasi. Adapun kebutuhan 

pokok lainnya seperti biaya obat-obatan dasar harus tetap diupayakan sesuai dengan 

kemampuan suami dengan mementingkan pemenuhan yang paling pokok dan yang 

sangat dibutuhkan. 

Meskipun suami berada dalam kondisi fakir, suami tetap memiliki keharusan 

untuk berikhtiar atau berusaha dengan segala upayanya untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Islam melarang ummatnya hanya berdiam diri atau berputus asa ketika 

mengahadapi kesulitan. Suami harus mengerahkan segala usahanya seperti mencari 

 

109Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h.438 
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pekerjaan apapun yang penting tidak melanggar syariat, memanfaatkan keterampilan 

dan potensi yang dimiliki misalnya bertukang, menjahit, bertani untuk menghasilkan 

pendapatan. Dalam proses usaha suami dalam memenuhi tanggung jawabnya 

terhadap istri dan keluarganya, namun ketika hasil yang didapatkan belum 

mencukupi kebutuhan pokok yang seharusnya, seorang suami tidak seharusnya 

berputus asa dari rahmat Allah SWT. 

Namun pada praktiknya, pemenuhan nafkah seringkali menghadapi berbagai 

tantangan. Perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, faktor-

faktor seperti rendahnya pendapatan, konflik rumah tangga, perceraian menjadi 

penyebab utama kegagalan memenuhi kewajiban nafkah. Ketika suami gagal 

memberi nafkah yang memadai, hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk 

menggugat suaminya.110 

Dengan demikian implementasi nafkah dalam kondisi fakir dilakukan sesuai 

dengan kemampuan suami dapat berupa pemberian kebutuhan pokok yang sangat 

sederhana, seperti makanan pokok yang tersedia, pakaian yang cukup, dan tempat 

tinggal yang seadanya setidaknya dapat melindungi dari terik sinar matahari, serta 

tanggung jawab moral terhadap keluarga. Dengan begitu bentuk implementasi 

nafkah oleh suami yang berada dalam kondisi fakir bukan mengenai jumlah materi 

yang diberikan, melainkan kesungguhan suami dalam berusaha dan menjalanan 

tanggung jawab dalam rumah tangga.  

  

 
110Miftahol Ulum, dkk, Hukum Keluarga Islam, h.117 



52 

 

 

B. Solusi dalam Islam Terhadap Permasalahan Pemenuhan Nafkah Suami 

Fakir 

Dalam Islam, suamilah yang mempunyai tanggung jawab memberi nafkah 

dalam rumah tangga. Namun, terkadang dalam proses pemenuhan nafkah muncul 

beberapa kendala, termasuk kondisi suami yang fakir atau kondisi ekonomi yang 

sulit, dengan kondisi tersebut mempengaruhi pelaksanaaan pemberian nafkah. 

Namun meskipun suami dalaam kondisi fakir, kewajiban suami menafkahi istri tetap 

ada, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Oleh karena itu, Islam memberi 

jalan keluar dan solusi bagi rumah tangga yang mengalami masa sulit untuk 

membantu meringankan beban serta menjaga keberlangsungan rumah tangga, agar 

dapat dilalui dengan baik. Adapun beberapa solusi sebagai berikut:  

1. Zakat  

Zakat merupakan salah satu sistem keuangan dalam Islam yang bersifat wajib 

dan memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Zakat diwajibkan atas setiap Muslim 

yang telah memenuhi syarat kemampuan tertentu (niṣāb dan ḥaul), untuk kemudian 

disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Tujuan utama 

zakat adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi kaum lemah, 

menciptakan pemerataan kesejahteraan, serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam ketentuan syariat Islam, penerima zakat telah ditetapkan secara jelas, 

di antaranya adalah golongan fakir dan miskin. Oleh karena itu, seorang suami yang 

berada dalam kondisi fakir atau mengalami keterbatasan ekonomi sehingga tidak 

mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya termasuk ke dalam 
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golongan yang berhak menerima zakat. Pemberian zakat kepada suami dalam kondisi 

tersebut dapat menjadi solusi yang sah dan dibenarkan menurut syariat untuk 

membantu memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. 

Pemanfaatan zakat dalam kondisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan 

materiil, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan agar penerima zakat dapat bangkit 

dari kesulitan ekonomi. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam 

menjaga keseimbangan sosial dan menjadi instrumen penting dalam membantu 

keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, termasuk keluarga yang suaminya 

berada dalam kondisi fakir. sebagaimana firman Allah pada QS. At-Taubah/9:60 

لِّيْْاَ وَالمَْسٰكِّيِّْْا لِّلْفُقرََاۤءِّا دَقٰتُاالصاَ نمََا ا قُلوُْبُُِماْ وَالمُْؤَلفََةِّا علَيَْْاَ وَالعْٰمِّ ا وَفِِّ ِّقاَبِّ يْْاَ الرل اْ وَالغْٰرِّمِّ وَفِّ  

يْلِّا ِّا سَبِّ يْلِّ ا وَابْنِّا الللٰ السَبِّ  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang 

berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan (yang memerlukan pertolongan)111 

Dengan disalurkannya zakat kepada suami yang berada dalam kondisi fakir 

dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti makanan, 

pakaian, dan tempat tinggal, serta dapat mengurangi beban ekonomi yang 

dihadapinya. dengan demikian nafkah bisa terlaksana melalui bantuan zakat. 

2. Ta’awun (tolong-menolong) 

Meskipun kewajiban nafkah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab 

suami sebagai kepala rumah tangga, namun dalam kondisi tertentu kewajiban 

 
111Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.196. 



54 

 

 

tersebut dapat mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu kondisi yang 

dimaksud adalah ketika suami berada dalam keadaan fakir atau belum mampu 

memenuhi kewajiban nafkah secara optimal. Dalam situasi seperti ini, Islam 

memperbolehkan istri untuk turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga sebagai 

bentuk kerja sama dan solidaritas dalam rumah tangga. 

Keikutsertaan istri dalam mengambil andil membantu suami, baik melalui 

kontribusi ekonomi secara langsung maupun melalui usaha-usaha lain yang 

mendukung kesejahteraan keluarga, secara nyata dapat meringankan beban suami 

yang sedang berada dalam kondisi kesulitan. Peran aktif istri ini menjadi bentuk 

dukungan moral dan material yang sangat berarti, terutama ketika kondisi ekonomi 

keluarga belum stabil. Kontribusi tersebut dapat membantu mencukupi kebutuhan 

pokok rumah tangga serta menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. 

Bantuan yang diberikan oleh istri mencerminkan sikap saling pengertian, 

kepedulian, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menghadapi 

keterbatasan ekonomi. Kerja sama ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga 

dibangun atas dasar kebersamaan dan saling melengkapi, bukan semata-mata 

pembagian peran yang kaku. Dengan adanya sikap saling membantu dan memahami 

kondisi masing-masing, hubungan suami istri dapat tetap terjaga dengan baik, 

sehingga keharmonisan dan ketenteraman dalam rumah tangga tetap terpelihara 

meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi. 

Selain itu, peran istri dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga tidak 

dimaksudkan untuk menggugurkan kewajiban suami, melainkan sebagai bentuk 

dukungan sementara hingga kondisi suami kembali stabil. Dengan demikian, kerja 
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sama antara suami dan istri dalam kondisi sulit merupakan wujud penerapan nilai-

nilai Islam yang menekankan prinsip tolong-menolong, keharmonisan, dan 

keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam tolong-menolong dalam 

rumah tangga adalah Sesuatu yang dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam QS. 

Al-Maidah/5:2 

لِّا علََا وَتعََاوَنوُْا َ ا وَاتقَُوا وَالعُْدْوَانِّ ا ثِّْاالِّْا علََا تعََاوَنوُْا وَلَا وَالتقَْوٰى ا البِّْ اَ اِّناَ الللٰ يدْاُ الللٰ شَدِّ  

ا قاَبِّ  العِّْ

Terjemahnya: 

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.112 

Dalam konteks rumah tangga, ta’awun dapat diwujudkan dengan keterlibatan 

istri dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam 

Islam, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu perekonomian suami, asalkan 

tidak melanggar aturan syari’at, menjaga kehormatanya, serta tidak melalaikan 

kewajibannya terhadap keluarga dan rumah tangganya. 113 Selain itu, keterlibatan 

istri dalam bantuan yang ditujukan kepada suami dan anak-anaknya juga bisa bernilai 

sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. 

 

112Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.106. 

113Miftahul olum, dkk, Hukum Keluarga Islam, h.117-118. 
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وسلم عليه الل صلى الل رسول قال :قال عنهُ الل رضي هريرة أبي عن  

ُ أنَْ فَقْتَههُ دِّينَارُ  ُ أنَْ فَقْتَههُ وَدِّينَارُ  اللَِّّ، سَبِّيلُِّ فيِّ عَلَى بِّهُِّ تَصَدَّقْتَُ وَدِّينَارُ  رَقَ بَة ، فيِّ  

 مِّسْكِّين ، وَدِّينَارُ  أنَْ فَقْتَههُ عَلَى أهَْلِّكَ، أعَْظَمههَا أَجْراً الَّذِّي أنَْ فَقْتَههُ عَلَى أهَْلِّك114َُ
Artinya: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu 

dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau 

berikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada 

keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang engkau 

nafkahkan untuk keluargamu. 

  

Hadits ini menunjukkan bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah 

yang diberikan kepada keluarga sendiri, karena di dalamnya terkandung nilai ibadah 

sekaligus tanggung jawab sosial. Memberikan nafkah kepada keluarga bukan hanya 

sekadar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada 

Allah SWT dan realisasi dari amanah yang telah dibebankan kepada seorang suami.  

Oleh karena itu, peran istri yang ikut membantu perekonomian keluarga dapat 

dipandang sebagai perbuatan yang mulia dan bernilai sedekah di sisi Allah SWT, 

selama dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melanggar ketentuan syariat. 

Kontribusi istri, baik melalui pekerjaan di luar rumah maupun usaha lainnya, 

merupakan bentuk kerja sama dalam membangun kesejahteraan rumah tangga serta 

mencerminkan sikap saling tolong-menolong antara suami dan istri.  

 

114Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Zakah, Bab Fadl al-nafaqah ala al-iyal, no. 

995. Lihat juga: Imam Muslim, Shahih Muslim, terj. Ahmad Hasan, (Beirut: Dar al-Fikr), juz 2, 

h.695 
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Namun demikian, keterlibatan istri dalam mencari nafkah sama sekali tidak 

menghapus kewajiban suami sebagai penanggung jawab utama dalam pemberian 

nafkah. Kewajiban ini tetap melekat pada diri suami sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam. Bantuan istri bersifat pelengkap dan sukarela, bukan sebagai pengganti 

tanggung jawab suami. Dengan demikian, pembagian peran dalam rumah tangga 

harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan 

sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.  

3. Bantuan dari kerabat dekat 

Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong, khususnya dalam 

membantu kerabat yang sedang mengalami kesulitan. Tolong-menolong dalam 

lingkup keluarga memiliki kedudukan yang sangat dianjurkan karena selain bernilai 

sosial, juga mengandung nilai ibadah dan memperkuat ukhuwah kekeluargaan. Oleh 

karena itu, ketika seorang suami berada dalam kondisi fakir atau mengalami kesulitan 

ekonomi, ia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk memanfaatkan bantuan dari 

kerabat dekat sebagai bentuk ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

Bantuan dari kerabat, seperti orang tua, mertua, atau saudara kandung, dapat 

menjadi salah satu solusi yang tepat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. 

Bantuan tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik bantuan materiil 

secara langsung, seperti pemberian uang, bantuan kebutuhan pokok, maupun 

pinjaman yang bersifat sementara. Selain itu, bantuan juga dapat berupa dukungan 

secara tidak langsung, seperti memberikan peluang kerja, membuka akses usaha, atau 

memberikan bimbingan dan modal untuk memulai kegiatan ekonomi yang produktif. 
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Bantuan dari kerabat ini tidak hanya berfungsi untuk meringankan beban 

ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki dampak positif dalam mempererat hubungan 

kekeluargaan, menumbuhkan rasa empati, dan memperkuat solidaritas antaranggota 

keluarga. Dengan demikian, saling membantu dalam keluarga merupakan wujud 

nyata dari nilai-nilai Islam yang menekankan kepedulian, kasih sayang, dan 

kebersamaan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. 

4. Bantuan Sosial 

Bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga 

Islam merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang 

mengalami kesulitan ekonomi. Program-program seperti Bantuan Sosial (BANSOS), 

infak, sedekah yang dikelola secara profesional oleh lembaga resmi, serta bentuk 

bantuan sosial lainnya, memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang 

membutuhkan. Bantuan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak, 

termasuk suami yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan rumah tangga secara optimal. 

Penyaluran bantuan sosial ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi 

keluarga serta menunjang pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, 

dan kebutuhan dasar lainnya. Kehadiran bantuan sosial menjadi penopang sementara 

bagi keluarga yang berada dalam kondisi sulit, sehingga mereka tetap dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup yang layak. Selain itu, bantuan ini juga dapat 

menjadi sarana pemberdayaan agar penerima mampu bangkit dan berusaha 

memperbaiki kondisi ekonominya secara mandiri. 
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Solusi ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam dan sistem sosial 

secara umum, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup tidak hanya dibebankan 

kepada individu semata, tetapi juga menjadi urusan bersama. Negara, lembaga sosial, 

dan masyarakat memiliki peran untuk saling membantu dan memperkuat satu sama 

lain. Dengan adanya kerja sama antara individu, keluarga, lembaga, dan pemerintah, 

diharapkan tercipta keseimbangan sosial serta terwujudnya keadilan dan 

kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dengan demikian, ketika seorang suami berada dalam kondisi fakir dan tidak 

mampu memenuhi kewajiban nafkah secara penuh. Islam tidak hanya menekankan 

pentingnya usaha dan ikhtiar, tetapi juga menyediakan solusi yang dapat 

dimanfaatkan dan membantu meringankan beban ekonomi dalam keluarga. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Kewajiban Nafkah Suami 

Fakir Terhadap Istri dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam, maka dapat 

disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Suami yang berada dalam kondisi fakir tetap memiliki kewajiban 

memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Namun, 

apakah nafkah yang tidak terpenuhi secara penuh ketika suami dalam 

kodisi fakir menjadi utang yang harus dibayar setelah mampu para 

ulama memiliki perbedaan pendapat. Mazhab Syafi’I dan Hanbali 

berpendapat kewajiban nafkah tersebut menjadi utang yang harus 

dibayarkan ketika mampu. Adapun pendapat mazhab Hanafi menjadi 

utang atau tidak dikembalikan kepada istri. Sementara menurut mazhab 

Maliki nafkah yang tidak terpenuhi pada masa kefakiran suami tidak 

menjadi utang. 

2. Implementasi kewajiban nafkah oleh suami dalam kondisi fakir dalam 

praktiknya, suami tetap diharapkan berusaha dalam memenuhi 

kewajiban tersebut meskipun terbatas, baik melalui usaha sederhana. 

Istri diperbolehkan bekerja untuk membantu perekonomian rumah 

tangga melalui prinsip ta’awun (tolong-menolong), dan dengan adanya 

bantuan sosial serta penerimaan zakat yang dapat membantu 
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meringankan beban rumah tangga. Dan apabila suami benar-benar tidak 

mampu memberi nafkah dalam jangka waktu yang panjang, istri dapat 

mengajukan gugatan cerai. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran 

yang diajukan penulis: 

1. Hendaknya suami harus memahami bahwa kewajiban memberi nafkah 

itu wajib, dan nafkah adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. 

2. Hendaknya istri bersabar dan memahami kondisi suami yang sedang 

mengalami kesulitan, serta memberi dukungan moral kepada suami. 

3. Diharapakan adanya program pemberdayaan ekonomi bagi suami yang 

kurang mampu agar menjalan peran dan tanggung jawab dalam rumah 

tangga secara lebih layak. 

4. Disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai 

pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang berada dalam kondisi 

fakir, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim 

dalam permasalahan ini. 
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